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4. 
 

 

 

bahwa dalam upaya mewujudkan tertib pelaksanaan 
penyusutan arsip atas dasar nilai kegunaannya, sesuai dengan 
ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 
2009 tentang Kearsipan dan  berdasarkan surat persetujuan 
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 
B.P.K.02.09/53/2018, tanggal 5 Maret 2018 tentang Jadwal 
Retensi Arsip Fasilitatif Kabupaten Paser; 

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan  Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip 
Fasilitatif Pemerintah Daerah Kabupaten Paser. 
 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

Undang-Undang Nomor  38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembara 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

Undang-Undang Nomor  43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
5494); 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5286); 

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 
2016 Nomor 14 

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1974 tentang Arsip 
Nasional Republik Indonesia; 

Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Arsip 
Statis; 

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non 
Keuangan dan Non Kepegawaian. 

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 
Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non 
Keuangan dan Non Kepegawaian dilingkungan Arsip Nasional 
Republik Indonesia; 

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 
Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan 
Terakhir Dengan Perubahan Peraturan Kepala Arsip Nasional 
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016; 

Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 
dengan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 08  dan 
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Jadwal Retansi Arsip 
Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara; 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 
tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri; 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 Tahun 1980 
tentang Pedoman Standarisasi Alat Perlengkapan Kearsipan; 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1985 
tentang Pedoman Penyusutan Arsip Departemen Dalam 
Negeri; 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1999 
tentang Jadwal Retensi Arsip departemen Dalam Negeri; 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  Nomor 
09/KEP/Menpan/27/2002 tentang Jabatan Fungsional 
Arsiparis; 
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Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 
dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 
2000 Jo Nomor 22 Tahun 2000 tentang Jadwal Retensi Arsip 
Kepegawaian Negeri Sipil dan Pejabat Negara; 

Surat Kepala Arsip Nasinal Republik Indonesia Nomor 
B.PK.02/09/53/2018 Tanggal 5 Maret 2018 Hal Persetujuan 
Jadwal retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Pemerintah Daerah 
Kabupaten Paser. 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP 
FASILITATIF PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Paser. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Paser. 

4. Arsip adalah rekaman kegiatan/peristiwa dalam Arsip adalah rekaman 
kegiatan/peristiwa dalam bagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan 
tekhnologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga 
Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, 
organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

5. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus 
menerus. 

6. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. 

7. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai 
guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang 
telah diverifikasi baik secara langsung  maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional 
Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. 

8. Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung 
jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. 

9. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam 
pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip 
dinamis. 

10. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan 
tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. 

11. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi 
sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan 
keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip 
dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai 
pedoman  penyusutan dan penyelamatan arsip. 

 



 

12. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip  dengan cara 
pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip 
yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis  kepada lembaga 
kearsipan. 

13. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, 
efektif dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta 
penyusutan arsip. 

14. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip-arsip yang 
perlu dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan di Unit Kearsipan/Pusat 
Arsip telah selesai dan tidak memiliki nilai guna. 

15. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsi-arsip yang 
karena memiliki nilai guna Sekunder wajib diserahkan ke Arsip Nasional Republik 
Indonesia/Lembaga Kearsipan yang terdapat di tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota 
sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

16. Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu 
jenis/seri arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau 
permanen.  

BAB II 
 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 2 
 

(1) Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif digunakan sebagai pedoman dalam Penyusutan 
Arsip. 

(2) Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif memuat Retensi  Arsip,jenis Arsip dan Keterangan. 

(3) Ketentuan mengenai Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

 
Pasal 3 

 
(1) Retensi arsip untuk arsip Fasilitatif  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), 

ditentukan untuk retensi aktif dan retensi inaktif. 

(2) Dalam menentukan retensi aktif dan retensi inaktif didasarkan pada kriteria sebagai 
berikut: 
 a. retensi  aktif: 

1. ditetapkan  dengan pertimbangan  untuk   kepentingan pertanggungjawaban  
di unit   pengolah; dan 

2. dihitung  sejak  arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok masalah pada 
naskah selesai diproses. 

 b. retensi inaktif: 
1. ditetapkan  dengan  pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait dan 

kepentingan lembaga;dan 
2. dihitung sejak arsip selesai masa simpan aktifnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 
 

KEBIJAKSANAAN JADWAL RETENSI ARSIP 
 

Pasal 4 

 

(1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), memuat rekomendasi 
yang menetapkan arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan. 

(2) Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis 
arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan 
pertimbangan: 
a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut 

tidak memiliki nilai guna; 
b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna 

kesejarahan;dan 
c. keterangan dinilai kembali ditentukan pada yang dianggap berpotensi 

meninggalkan sengketa atau perselisihan. 
  

BAB IV 
 

PELAKSANAAN PENYUSUTAN ARSIP 
 

Pasal 5 
 

(1) Pelaksanaan penyusutan arsip di Lingkup Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh unit 
kearsipan pada tiap Perangkat Daerah sesuai dengan susunan organisasi yang 
berlaku. 

(2) Unit kearsipan pada tiap Perangkat Daerah mengoordinasikan pelaksanaan 
penyusutan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan.  

  
 

Pasal 5 

(1) Bupati Paser melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser sebagai 
lembaga kearsipan di lingkup Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan 
penyusutan arsip meliputi penyempurnaan dan pengembangan sistem, pembinaan 
pegawai pelaksana penyusutan, pendampingan dan pengawasan pelaksanaan 
penyusutan. 

(2) Setiap Unit Pencipta Arsip di lingkup Pemerintah Daerah wajib melaksanakan 
penyusutan arsip terencana. 

 
BAB V 

 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 6 
 

 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Paser Nomor 29 
Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten Paser 
(Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 29) dan Peraturan Bupati Paser 
Nomor 83 Tahun 2014 tentang Jadwal retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Aparatur 
Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah 
Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

 



 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser. 

 

 

 

 

 

 
Diundangkan di Tana Paser 
pada  tanggal  9  Mei  2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, 

 

 

       AJI SAYID FATHUR RAHMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 22 

 

 

 

 

 

         Ditetapkan di Tana Paser 

        pada tanggal  9 Mei 2018 

                     BUPATI PASER, 

 

 
              YUSRIANSYAH SYARKAWI 


